
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 135 TAHUN 2022 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUA GAN AERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Meni bang: 

Mengingat: 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasa! 3 h u f b 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya ten tang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben-
< tukan Dae ah-Daerah Kabupaten alam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Be rita Negara Tanggal 8 Agustus 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undan g-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 ten ang Pemb n Ka bupaten 
Purwa karta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupate Dalam 
Lingkungan Pr pin si Djawa Barat (Le baran Negara 
Rep blik n donesia Tahun 1968 Nomor 31 , ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 28 1); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang omor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Da la m Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

6 . Pera u an Daera abupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 16 tentan g ata ara Pembentu an Produ k Hu kum 
Daerah (Lembaran Da e ah Kabupa ten Tas ikm aya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom 3 ahun 
2 16 tentang Urusan Pemerintah yang enjadi 
Kewenangan Pemerintahan Ka bupaten Ta si alaya 
(Lembaran Daerah Kabupa ten Tasikm alaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 
2022 tentang Pen gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupa ten Tasikma laya Tahun 2022 omor 8) ; 

MEMUT SKAN: 

N BUPATI TENTANG SISTEM DAN ROSEDUR 
PEN ELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

Pa al 1 

Dalam P ra tu a n ti in ', yan g dimak ud den gan 
1. Daera h d al erah ab paten Ta s ik malaya. 
2 . Bupa' a dal Bu pati T sikmalaya. 
3 . Wakil B p a ti a dala h Wakil Bupati Tasikmalaya . 
4. Dewan P rwa kilan Rakyat Daerah yang selanjutnya d i i gka t DPRD adalah 

lembaga p rwakilan rakyat daerah Ka bupaten Tasikma laya yang 
berkedudukan bagai unsu r penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang mem impin pelaksanaan u rusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah oton om. 

6 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasik malaya. 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung 
dengan h ak dan kewajiban Daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
p ertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya d isingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
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Pasal2 

(1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. penganggaran; 
b. Pelaksanaan APBD dan Penatausahaan; 
c. Pelaporan; 
d. Pertanggun gja waban Pelaksanaan APBD; 
e. Pengawasan Keuangan Daerah, 

(3) Keten tuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 
m eru akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peratura Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengun dangan Pe aturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangk 
pada tanggal 

di Singaparna 
,9 Desember 2022. 

SEKRETA IS DAERAH 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 1a Desember 2~22. 

IKMALYA, 

I I I 
r 

BERITA D~ERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 136 



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PEN DAHULUAN 

BAS I Penda huluao 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporankeuangan pemerintah daerah 
1.2 Landasan hukurn penyusunan laporan keuangan pemerin1ah daerah 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangall pemerilltah daerah 

BAS II Ekonomi rnakro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBO 
2.1 Ekonomi makro 
2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 Indikator p ncapaiao target ki nerja APBO 

BAS III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 
3.1 Ikhtisar realisasi pencapa ia n target kine~a keuangan pemerintah daerah 
3.2 Hambatan dan kenda la van a a dalam pencapaian target yang telah diteta pkan 

BAB IV Kebija kan akuntansi 
4.1 Entitas akuntansi I entitas pelaporan keuaogan daerah 
4.2 Basis akuntansi yang rnendasari penyusunan laporan keuangan peme rintah 

daerah 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerinta h 
rah 

P era an e 'j an kuntansi berkai an d n an k ten1Uan yang a a da lan! SAP 
pe merintah daerah 

BAB Penjelasan os- s lapor I k Ian an pem rintah daerah 

5.1 Rin ian dari penjel an dan ma sing-masing os -pas pelaporan keuangan pemenntah 
d erah 
.1.1 Pendapatal1 -lR 

5.1.2 Belanja 
5.1.3 Pe 11biayaa n 

5 . . 4 endapa an- LO 

5.1.5 Be an 
5. 1.6 Aset 

5 . .7 Ke :vajiban 
5.1.8 kl.lrta \) a 

5.2 Pengungkapan a as pos -pas aset dan ke ajiban va g timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual tas penda patan d n be: lanja dan rekonsiliasinya dengan 

penerapan basis koS, untuk en i a untansi/entitas pelaporan yang menggunakan 

basis akrual pada pemerintah daerah 
BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah 

BAB VII Pemrtu 
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